
 
 

 
 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 
NOMOR 7 TAHUN 2016 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2015 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 MENDAHULUI PENETAPAN 

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2016 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH BUMBU, 
  

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 905/501/59 tentang Petunjuk 
Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016 untuk melaksanakan kegiatan DAK Non 

Fisik pada Dinas Kesehatan guna menunjang program 
nasional agar segera memasukkan anggaran belanja 
dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran 

APBD Tahun Anggaran 2016 mendahului penetapan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 
Anggaran 2016 dan ditindaklanjuti dalam Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 
Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 Mendahului 
Penetapan Perubahan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4265); 



 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 



 
 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 



 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas 
Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan 
Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu Tahun 2015 Nomor 1); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 45 

TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2016 MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN PERATURAN 
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.      

                              
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 

(Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 45), diubah 
sebagai berikut: 
 

 
 



 
 

Pasal 1 
 

1.  Pendapatan 
a. Semula  Rp 1.700.644.156.617,00 
b. Bertambah/Berkurang  Rp        6.961.237.800,00 

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp 1.707.605.394.417,00                              
 

 2. Belanja    
a. Semula                                   Rp 1.765.769.514.470,90 
b. Bertambah/Berkurang                Rp        6.961.237.800,00                               

Jumlah Belanja Setelah Perubahan  Rp 1.772.730.752.270,90 
 

Surplus (Defisit)                      (Rp    65.125.357.853,90) 

 
3.  Pembiayaan Daerah: 

a. Penerimaan 
1) Semula                                Rp     93.072.727.853,90 
2) Bertambah/Berkurang        Rp                             ,00 

JumlahPenerimaan Setelah Perubahan Rp     93.072.727.853,90 
 
b. Pengeluaran 

1) Semula                              Rp     27.947.370.000,00 
2) Bertambah/Berkurang      Rp                             ,00 

 
Jumlah Pengeluaran Setelah 
Perubahan Rp     27.947.370.000,00 

 
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah 

Perubahan Rp     65.125.357.853,90                         
 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan (SILPA)  Rp                           0,00   
 

Pasal 2 

 
Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari PeraturanBupati ini. 

 

Pasal 3 
 

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 khusus 
Dinas Kesehatan dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 



 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Bumbu. 
 

 
Ditetapkan di Batulicin 
pada tanggal 2 Maret 2016                            

BUPATI TANAH BUMBU, 
 
 

 
 

MARDANI H. MAMING 
 

Diundangkan di Batulicin 

pada tanggal 2 Maret 2016                         

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTANAH BUMBU, 
 

 
 

 
SAID AKHMAD 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU 
TAHUN 2016 NOMOR 7 


